BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa agar terwujudnya pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan serta
pertanggungjawaban yang tertib dan transparan
yang berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan maka periu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
23);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6736;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Barang
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 653);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik



Memperhatikan :
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima PuluhKota
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima PuluhKota
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
Nomor 3};

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020
Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Lima puluh kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah (Berita
daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
Nomor 88).

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor :
34.A/LHP/XVIIL.PDG/05/2020 tanggal 18 juni
2020.

Buletin Teknis Akuntansi Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 17 Tentang Akuntansi Aset Tak
Berwujud Berbasis Akrual.



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH
ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Terkait dengan materi lampirannya diubah sebagai berikut :

Menambah materi BAB XIV Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya,
Sebagai Berikut :

B. PENGAKUAN

Setiap Kelompok Aset lainnya memiliki karakteristik Pengakuan dan
Pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut :

1. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran
dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang
dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah dari
secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah
daerah. Contoh tagihan Penjualan Angsuran antara lain
adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada
kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang
BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang
yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan
kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus
TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian (SKP2K]).



2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
Untuk Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan
kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling
menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemitraan ini dapat berupa :
a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat
terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
lainnya kerjasama/kemitraan — sewa.
b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa
kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber
pembiayaan lainnya. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui
pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi
aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
c. Bangun Guna Serah — BGS (Build, Oprate, Transfer- BOT)
Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna
Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu
tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan
atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah
daerah setelah berakhimya jangka waktu vang telah
disepakati (masa konsesi). Dalam Perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak
BGS dicatat sebesar nilai aset vang diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS
ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.



d.

Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer,Operate -BTO)
Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah
Guna (BSG) adalah pemanfaatan asel pemerintah daerah
oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau saran lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai
dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung
dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap
digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset
oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai
dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh
pemerintah daerah ini dapat dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 Tentang Aset Tak Berwujud (ATB)
Menyebutkan bahwa aset tak berwujud (ATB) adalah aset Non
Moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah
satu jenis asel yang dimiliki pemerintah daerah. Aset ini sering
dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan
tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian
diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak
berwujud terdiri atas :

a.

Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah
daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas
nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai
entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi
peralihan/penjualan kepentingan/sahamdengan nilai buku
kekayaan bersih perusahaan.

Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya
kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu
pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain it



dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan
aset tersebut dan membatasi pihak lain vang tidak berhak
untuk memanfaatkannya.

. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan /dapat diterima atas
kepemilikan hak cipta/hak paten/ hak lainnya pada saat hak
dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau
perusahaan lainnnya.

. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah
software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan
dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah
dapat digunakan di komputer lain. Sofware yang diakui
sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak
istimewa [ ekslusif atau software berkenaan.

. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak paten
atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasrkan
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi
dari suatu hak kekayaan Intelektual yang diberikan
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan
yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa
20 yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

8. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak
berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis
asel tak berwujud yang ada.

. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak
berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu
penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau
pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.
Dalam terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan



tanggal pelaporan harus diakui sebagaia aset tak berwujud
dalam pengerjaan (Intangible Asset — Work In Progress), dan
setelah pekerjaan selesai kemudisn akan direklasifikasi
menjadi Aset Tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanva jika :

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan
dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah
daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan
andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset Tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain - lain. Hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang
tidak  digunakan karena  sedang menunggu  proses
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari
penggunaan aktif pernerintah dan di reklasifikasikan ke dalam aset
lain-lain.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat atau masa kegunaannya telah berakhir, maka
Aset Tak Berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat
ckonomi masa depan, schingga pengunaannya harus dihentikan.
Selanjutnya, terhadap Aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan dan
dihapuskan, berdasarkan ketentuan yang ada menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik
karena dipindahtangankan maupun karena berakhimya masa manfaat/
tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak
Berwujud yang bersangkutan harus ditutup. Dalam Hal Penghentian Aset
Tak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara
dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinva transaksi belum



seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis
disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya
dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai
surplus/defisit penjualan aset pada Laporan Operasional. Penerimaan kas
akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada
Laporan Realisasi Anggaran.

D. AMORTISASI

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak
berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang
dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis hurus secara hal metode
penyusutan yang telah dibahas pada bab Aset Tetap. Amortisasi
dilakukan setiap akhir periode.

Terhadap aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas
dilakukan amortisasi, dengan cara membagi nilai atau harga perolehan
dengan masa manfaal aset tersebut

Untuk aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat tak terbatas

umur ekonomisnya adalah selama masa kontrak atau masa
pemeliharaan.

Perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus menggunakan
formula sebagai berikut:

Amortisasi = Harga Perolehan
Masa Manfaat

Amortisasi Aset tak berwujud

Menetapkan nilai amortisasi aset lainnya berupa aset tak berwujud
dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan
pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan
diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali
terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Untuk
Aset Tak Berwujud ditetapkan masa manfaatnya 10 tahun mulai untuk
pengadaan Tahun 2021.



E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca SKPD dan
Neraca Pemerintah Daerah.

Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan Keuangan
sckurang kurangnya harus divangkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besatran dan rincian aset lainnya;

b. Kebijakan amortisasi atas aset tak berwujud;

¢. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa,
KSP, BOT, dan BTO);

d. Informasi lain yang penting.

Penyusutan Aset Rusak Berat

Menyajikan penyusutan Aset Lainnya berupa Aset Rusak Berat di
neraca sebagai pengurang nilai aset rusak berat sehingga menyajikan
kondisi riilnya.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 27 Desember 2021
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